
Brief Analisis Hotspot Sumatra & Kalimantan — Agustus 2026  |  1 

BRIEF ANALISIS 

Titik Hotspot Sumatra, Kalimantan, dan Papua 

Agustus 2026 

202.848 

Total Hotspot Nasional (1–24 
Agt) 

12.165 

Hotspot High Confidence 

1.331 

Titik Hotspot dalam Konsesi 
(Sumatra+Kalimantan) 

 

1. Distribusi Hotspot Nasional dan Tren Harian 

Selama 1–24 Agustus 2026, terdeteksi 202.848 titik hotspot di seluruh Indonesia — mayoritas tingkat 

kepercayaan Medium (179.453 titik), diikuti High (12.165 titik) dan Low (11.230 titik). 

 
Sumber: SIPONGI, diolah dari data harian 1–24 Agustus 2026. 

Tren harian menunjukkan fluktuasi dinamis dengan dua lonjakan tajam: 8 Agustus (872 titik) dan 

puncak tertinggi pada 19 Agustus (1.330 titik), disusul 22 Agustus (1.046 titik) — mengindikasikan 

intensitas kemarau terus meningkat menjelang akhir Agustus, bukan mereda. 

 
Kalimantan Barat mendominasi secara signifikan (4.472 titik — hampir 37% dari seluruh hotspot 

High nasional), jauh di atas provinsi kedua tertinggi, Kalimantan Tengah (1.954 titik). Wilayah non-

Kalimantan yang juga signifikan: Papua Selatan (1.077) dan Sumatra Selatan (770). 
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2. Hotspot di Wilayah Konsesi — Sumatra 

Total 72 titik hotspot High terdeteksi di dalam konsesi perusahaan se-Sumatra. Berbeda dengan pola 

nasional, kerentanan di Sumatra didominasi sektor kehutanan (PBPH), bukan sawit. 

Sektor Titik Hotspot Konsentrasi Tertinggi 

Konsesi PBPH (Kehutanan) 56 PT Bumi Mekar Hijau (Sumsel) — 33 titik 

Konsesi Perkebunan Sawit 16 
PT Eramitra Agro Lestari (Jambi) — 9 
titik 

PT Bumi Mekar Hijau sendiri menyumbang 59% dari seluruh hotspot PBPH Sumatra. 

3. Hotspot di Wilayah Konsesi — Kalimantan 

Konsentrasi titik api di konsesi Kalimantan jauh lebih masif dibanding Sumatra: total 1.259 titik 

hotspot High (Jan–Agustus 2026) — lebih dari 17x lipat Sumatra. Berbeda dengan Sumatra, sektor 

sawit menjadi penyumbang terbesar di Kalimantan. 

 

Sektor 
Titik 
Hotspot 

3 Konsesi Tertinggi 

Perkebunan/Sawit 776 
PT Mekar Karya Kahuripan (55) • PT Sinar Karya 
Mandiri (45) • PT Kayung Agro Lestari (24) — semua 
di Kalbar 

PBPH (Kehutanan) 483 
PT Prima Bumi Sentosa (43) • PT Finnantara Intiga 
(38) — keduanya di Kalbar 
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Kalimantan Barat menyumbang mayoritas mutlak di kedua sektor — 573 dari 776 hotspot sawit (74%), dan 251 dari 
483 hotspot PBPH (52%). 

4. Papua Epicentrum Baru Karhutla 

Papua kini tengah menjelma sebagai episentrum baru kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia 
dengan total temuan mencapai 691 titik hotspot tingkat kepercayaan tinggi (high confidence), yang mana 
sebarannya didominasi oleh wilayah Papua Selatan sebanyak 578 titik. Di wilayah administratif Papua 
Selatan, sebanyak 65 titik api terdeteksi berada langsung di dalam konsesi 11 perusahaan Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Sebaran titik api di area korporasi ini dipimpin oleh PT Plasma 
Nutfah Marind Papua dan PT Selaras Inti Semesta yang masing-masing mencatatkan 17 titik hotspot, 
disusul oleh PT Wanatirta Ediwibowo (12 titik), PT Tunas Sawaerma (7 titik), PT Damai Setiatama Tbr 
(3 titik), serta PT Sagindo Sari Lestari II (3 titik). Kerawanan titik api juga terdeteksi di area konsesi PT 
Wanamulia Sukses Sejati Unit I & II dengan 2 titik, serta PT Artika Optima Inti Unit IV (d/h. Green 
Timber), PT Bade Makmur Orissa, PT Merauke Rayon Jaya, dan PT Wanamulia Sukses Sejati Unit III 
yang masing-masing menyumbangkan 1 titik hotspot. 
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5. Kebakaran Berulang (Repeat Offenders): 2015–2026 

Sejumlah perusahaan tercatat mengalami kebakaran berulang di konsesinya sejak 2015, 2019, 2023, 

hingga kembali terdeteksi pada 2026 — mengindikasikan pola kegagalan pencegahan yang persisten, 

bukan insiden tunggal. 

I. Sektor Kehutanan / PBPH 

1. PT Bumi Mekar Hijau (BMH)  —  Sumatra Selatan 

Rekam jejak: terbukti bersalah atas kebakaran 20.000 ha (2014); kembali 288 titik hotspot (2023). 

Data 2026: masih tertinggi di Sumatra dengan 33 titik hotspot. 

2. PT Prima Bumi Sentosa  —  Kalimantan Barat 

Rekam jejak: kebakaran hebat & disegel pemerintah (2019); 255 titik api (Agustus 2023). 

Data 2026: kembali tertinggi di sektor PBPH Kalbar dengan 42–43 titik hotspot. 

3. PT Finnantara Intiga  —  Kalimantan Barat 

Rekam jejak: menyumbang 676 titik api pada Agustus 2023 — salah satu tertinggi di Kalbar. 

Data 2026: masih membara dengan 38 titik hotspot high confidence. 

4. PT Hutan Ketapang Industri  —  Kalimantan Barat 

Rekam jejak: terbakar pada 2019, berulang 2023. 

Data 2026: masih dalam jajaran atas dengan 25–37 titik hotspot. 

5. PT Kalteng Green Resources  —  Kalimantan Tengah 

Rekam jejak: dicatat WALHI terbakar berulang 2015, 2019, dan 582 ha (2023). 

Data 2026: menurun drastis — hanya 1 titik hotspot terdeteksi. 

6. PT Rimbun Seruyan  —  Kalimantan Tengah 

Rekam jejak: kebakaran 673 ha pada 2023. 

Data 2026: 2 titik hotspot aktif. 

Perusahaan kehutanan lain dengan riwayat berulang: 

● PT Mayawana Persada (Kalbar): 96 titik api (2023) → 10–14 titik (2026) 

● PT Wana Hijau Pesaguan (Kalbar): 135 titik api (2023) → 7 titik (2026) 

● PT Inhutani III Nangapinoh (Kalbar): 77 titik api (2023) → 4–10 titik (2026) 

● PT Mahkota Rimba Utama (Kalbar): 238 titik api (2023) → 7–8 titik (2026) 

II. Sektor Perkebunan Kelapa Sawit 

1. PT Kebun Ganda Prima  —  Kalimantan Barat 

Rekam jejak: terbakar 2019, berulang dengan 118 titik api (Agustus 2023). 

Data 2026: masih aktif dengan 9 titik hotspot. 

2. PT Sime Indo Agro  —  Kalimantan Barat 

Rekam jejak: terbakar 2019, kembali 89 titik api (2023). 

Data 2026: 12 titik hotspot terdeteksi. 

3. PT Karya Luhur Sejati  —  Kalimantan Tengah 

Rekam jejak: konsesi di atas KHG, terbakar berturut-turut 2015, 2019, dan 1.861 ha (2023). 

Data 2026: 3 titik hotspot high confidence. 

4. PT Golden Youth Plantation  —  Kalimantan Barat 

Rekam jejak: menurut WALHI, lalai menjalankan komitmen restorasi areal bekas kebakaran 2015–
2016. 
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Data 2026: masih menyumbang 3 titik hotspot. 

Perusahaan sawit lain dengan riwayat berulang: 

● PT Daya Landak Plantation (Kalbar): 124 titik api (2023) → 12 titik (2026) 

● PT Arvena Sepakat (Kalbar): 167 titik api (2023) → 4 titik (2026) 

● PT Sumatera Makmur Lestari (Kalbar): 119 titik api (2023) → 4 titik (2026) 

Akar Masalah: Kerusakan Ekosistem Gambut 

Nasional: 969 perusahaan sawit menguasai 5,6 juta ha wilayah gambut & hutan. Kanalisasi untuk 
drainase membuat kubah gambut mengering dan sangat rentan smoldering combustion — 
terbakar hingga bawah permukaan, sulit dipadamkan, membara berminggu-minggu. 

6. Hotspot di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) 

Sumatra Selatan (1–21 Agustus 2026) 

Analisis WALHI Sumsel mendeteksi 542 titik hotspot langsung di dalam wilayah KHG. Lima bentang 

lanskap dengan konsentrasi tertinggi: 

KHG Titik Hotspot Status Kawasan 

Sungai Medak – Sungai Lalan 86 Hutan Produksi (HP) 

Sungai Sugihan – Sungai Lumpur 62 Area Penggunaan Lain (APL) 

Sungai Musi – Sungai Blidah 61 
Hutan Produksi Konversi 
(HPK) 

Sungai Musi – Sungai Aek Lematang 48 Area Penggunaan Lain (APL) 

Sungai Rumpit – Sungai Rawas 44 Hutan Produksi (HP) 

Jambi (1–23 Agustus 2026) 

Dari 49 titik hotspot intensitas tinggi (FRP > 50), 25 titik (51%) berada langsung di lahan gambut 

— mengonfirmasi ekosistem gambut Jambi masih sangat rentan terbakar. 

7. Dampak Kesehatan Masyarakat 

91.600 

Estimasi kematian prematur 
(krisis 2015) 

43 juta 

Penduduk Sumatra–
Kalimantan terpapar asap 

(2015) 

3 Juta  

Kab/kota di 7 provinsi 
terdampak, mengalami ISPA  

(per 21 Agt 2026) 

 

Kabut asap dari pembakaran gambut mengandung konsentrasi tinggi PM2.5 dan Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons (PAH) yang menembus hingga bagian terdalam paru-paru, meningkatkan risiko ISPA, 

asma, PPOK, kanker paru, serta gangguan kardiovaskular (peradangan sistemik, kerusakan pembuluh 

darah, risiko jantung & stroke). 
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Data terbaru Kemenkes (per 21 Agustus 2026): karhutla berdampak pada 87 kabupaten/kota di 7 

provinsi (Jambi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim) — 6 dari 7 provinsi telah menetapkan 

status siaga darurat bencana. 

Wilayah Indikator ISPA 

Kalimantan Tengah Kasus naik dari 402 → 716 dalam 1 minggu (+78,1%) 

Kalimantan Barat 
>151.000 kasus sejak Januari 2026 (tertinggi: Pontianak, Kubu 
Raya, Mempawah) 

Riau & Kalimantan Selatan Tren naik, termasuk keluhan asma dan iritasi akibat asap 

8. Tanggung Jawab Negara dan Korporasi 

Karhutla di Sumatra dan Kalimantan bukan semata persoalan kekeringan, melainkan persoalan tata 

ruang — alih fungsi lahan ekosistem penting (gambut, hutan) tanpa mempertimbangkan karakteristik 

ekologis wilayah. 

Dasar Hukum Kunci 

● TAP MPR IX/2001 Pasal 5: penataan kembali penguasaan/pemanfaatan tanah & penyelesaian 

konflik agraria; ayat (2) menekankan akses informasi publik dan pemulihan ekosistem rusak. 

● UU PPLH Pasal 76 & 78: sanksi administratif atas pelanggaran perizinan berusaha; sanksi 

administratif tidak menghapus tanggung jawab pemulihan & pidana. 

● UU PPLH Pasal 90: Kementerian LH dapat menggunakan hak gugat ganti rugi & pemulihan 

lingkungan. 

● UU Kehutanan Pasal 72: instansi kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat 

jika kerusakan hutan memengaruhi kehidupan masyarakat. 

● Permen ATR/BPN No. 15/2016: penundaan & pencabutan HGU/HP pada lahan terbakar 

(lihat tabel di bawah). 

Konsekuensi HGU/HP Berdasarkan Luas Area Terbakar (Permen ATR/BPN 15/2016, Pasal 
5) 

Kondisi Konsekuensi 

Area terbakar ≤ 50% dari total luas 
lahan 

Pemegang hak wajib melepaskan hak, atau BPN 
membatalkan HGU/HP sebatas area yang terbakar 

Area terbakar > 50% dari total luas 
lahan 

Ganti rugi Rp1.000.000.000/ha yang terbakar, ATAU 
seluruh HGU/HP dicabut total 

Desakan WALHI 

Pemerintah didesak tidak berhenti pada pemadaman & penindakan individu, tetapi mengungkap 
aktor intelektual, mengevaluasi & mencabut izin perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, 
memulihkan ekosistem penting, serta menjalankan TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan 
Agraria secara lintas kementerian (LH, Kehutanan, ATR/BPN). Kementerian Kehutanan 
memakai legal standing nya untuk bertindak atas kepantingan masyarakat korban asap dan 
melalukan pencabutan izin PBPH. Kementerian Lingkungan Hidup memakai legal standingnya 
untuk Ganti rugi dan pemulihan lingkungan dan memberikan sanksi administratsi pencabutan 
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Kondisi Konsekuensi 

izin dan penagihan tanggungjawab pemulihan oleh korporasi. Kementerian ATR/BPN 
menggunakan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk mencabut izin Perusahaan yang terbakar. 

 

 


